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BUPATI PANGANDARAN 

PROVINSI JAWA BARAT 

 

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN 

NOMOR  34  TAHUN 2020 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PANGANDARAN  

NOMOR 77 TAHUN 2019 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI PANGANDARAN, 

 

Menimbang : a. bahwa pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai 

Negeri Sipil (TPP) telah ditetapkan dengan Peraturan 

Bupati Pangandaran Nomor 77 Tahun 2019 tentang 

Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 

2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati 

Pangandaran Nomor 77 Tahun 2019 tentang Tambahan 

Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Pangandaran; 

b. bahwa dalam rangka pemberian Tambahan Penghasilan 

kepada Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018 yang telah 

dilantik menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Pangandaran pada Nomenklatur 

Jabatan Fungsional Tertentu yang belum diangkat pada 

Jabatan Fungsional Tertentu dan nomenklatur jabatan 

pelaksana yang belum terakomodasi, maka Peraturan 

Bupati sebagaimana pada huruf a perlu diubah dan 

disesuaikan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati 

Pangandaran Nomor 77 Tahun 2019 tentang Tambahan 

Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Pangandaran. 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang 

Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa 

Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 230 Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5363); 

  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang 

Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258); 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 

2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
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10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Evaluasi Jabatan; 

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai 

Negeri Sipil; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 6 

Tahun 2015 tentang Kinerja dan Disiplin Pegawai Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran 

Tahun 2015 Nomor 6); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran 

Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31) 

sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 

Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten 

Pangandaran Tahun 2019 Nomor 10); 

16. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi 

serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan 

Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten 

Pangandaran Tahun 2016 Nomor 44) sebagaimana telah 

diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Bupati 

Pangandaran Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan 

Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran (Berita 

Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 58); 
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17. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 77 Tahun 2019 

tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah 

Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 77) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 

Pangandaran Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan 

atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 77 Tahun 2019 

tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah 

Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 Nomor 3). 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PANGANDARAN 

NOMOR 77 TAHUN 2019 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN 

PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN 

PANGANDARAN 

Pasal I 

 

Ketentuan dalam Pasal 29 Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 77 Tahun 

2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 

Nomor 77) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran 

Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pangandaran 

Nomor 77 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran 

Tahun 2020 Nomor 3), diubah sehingga berbunyi berikut: 

 

Pasal 29 

 

(1) Besaran tambahan penghasilan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 

disamakan dengan Dinas yang memiliki Tipelogi B. 

(2) Nomenklatur Jabatan Pelaksana dan Fungsional Tertentu pada Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang 

belum terakomodasi, besaran tambahan penghasilan disamakan dengan 

Jabatan Pelaksana dan Fungsional Tertentu lain yang setara pada 

Perangkat Daerah yang lama (Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik). 

(3) Nomenklatur Jabatan Pelaksana dan Fungsional Tertentu PNS angkatan 

2020 yang belum terakomodasi, besaran tambahan penghasilan 

disamakan dengan Jabatan Pelaksana atau Fungsional Tertentu lain yang 

setara pada Perangkat Daerah PNS tersebut ditempatkan. 

(4) PNS yang memiliki Nomenklatur Jabatan Fungsional Tertentu 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tetapi belum diangkat pada Jabatan 

Fungsional Tertentu tersebut, besaran tambahan penghasilan disamakan 

dengan besaran tambahan penghasilan pada Jabatan Fungsional Tertentu 

pada Perangkat Daerah PNS tersebut ditempatkan. 

(5) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan 

ayat (3) berdasarkan Kelas Jabatan, Nilai Jabatan, Kemampuan Keuangan 

Daerah, Pertimbangan Objektif dan Kinerja. 
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Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Pangandaran. 

 

 Ditetapkan di Parigi 

pada tanggal 1 April 2020 

BUPATI PANGANDARAN, 

 

TTtd/Cap 

 

H. JEJE WIRADINATA 

Diundangkan di Parigi 

pada tanggal 1 April 2020 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN PANGANDARAN, 

 

Ttd/Cap 

 

H.KUSDIANA 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN 

TAHUN 2020 NOMOR 34 

 

 


